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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Jika jati diri suatu bangsa sudah mengalami ketidakpastian dan tidak
memiliki karakter yang tangguh, maka bangsa tersebut memerlukan pembangunan
karakter melalui bidang Pendidikan. Sungguh tidak berlebihan pepatah yang
disampaikan oleh Woodrow Wilson (Lickona:2004:24) yang menyatakan bahwa:
“jika kita kehilangan kekayaan, hakekatnya tidak kehilangan apapun (you lost
your wealth, you lost nothing), jika kita kehilangan kesehatan, hakikatnya
kehilangan sesuatu (you lost your health, you lost something), akan tetapi jika
kehilangan karakter, artinya kita kehilangan segala-galanya (you lost your
character, you lost everything)”. Dengan demikian, karakter merupakan sesuatu
yang amat tinggi nilainya sehingga jika ia tidak meletakkan pada diri seseorang
maka tiadalah harga diri orang tersebut.
Pembangunan karakter melalui Pendidikan dijadikan salah satu solusi
terbaik agar tantangan masa depan dapat terjawab, sehingga kebijakan
implementasi pendidikan yang berbasis karakter dijadikan sebagai kekuatan
bangsa. Pendidikan formal melalui sekolah dijadikan dasar pijakan sebagaimana
keselarasan dalam fungsi dan tujuan Pendidikan Nasional yaitu “Pendidikan
Nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban
bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,
bertujuan untuk berkembangnya potensi siswa agar menjadi manusia yang
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berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta
bertanggungjawab”(Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional/UUSPN).
Indonesia sejak dahulu dikenal sebagai bangsa yang memiliki kebudayaan
adiluhung. Masyarakatnya hidup rukun, ingat semboyan negara “Bhinneka
Tunggal Ika” yang diambil dari sesanti pada zaman Majapahit “Bhinneka Tunggal
Ika Tan Hana Dharma Mangrwa” menunjukkan hidup penuh toleransi antar warga
negara yang berbeda-beda. Hubungan sosial dihiasi perilaku sopan dan santun,
saling menghargai, dan tenggang rasa.
Pendidikan masih dipandang sebagai cara untuk membuat manusia
menjadi lebih baik, bijak, dan pendidikan menghasilkan manusia-manusia yang
mendukung terwujudnya masyarakat yang ideal. Namun, tampaknya tetap ada
sebagian orang yang merasa tak puas terhadap dunia pendidikan, baik akses,
proses, maupun hasilnya. Pembentukan pola tingkah laku seseorang sangat kuat
dipengaruhi oleh lingkungan. Kekerasan yang terjadi dalam dunia pendidikan
harus dihindari karena akan melahirkan situasi lingkungan yang menghambat
proses pembelajaran. Akan tetapi, hal itu ternyata masih sering terjadi di dunia
pendidikan kita. Dampak kekerasan sangat luar biasa baik kita sadari atau tidak.
Lingkungan yang keras, dengan tindakan orang lain yang terlalu kasar, adalah
bentuk rangsangan dari luar diri yang membuat kita kaget, tidak mampu
merespons secara pelan dan memunculkan pemahaman. Misalnya, ketika ada
perkataan kasar dan menyakitkan, terkadang tak sempat berpikir untuk
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yakin bahwa kekerasan itu dalam banyak hal menghambat pertumbuhan mental
secara sehat.
Ada beberapa bentuk kekerasan yang dapat kita pahami dan sekaligus
petakan ketika berbicara tentang kekerasan di dunia pendidikan. Pertama,
kekerasan antara peserta didik. Hal ini bisa terjadi dalam lembaga pendidikan
yang sama. Misalnya kasus kekerasan yang sering dikenal dengan istilah bullying.
Ada juga kekerasan yang terjadi antar peserta didik yang berbeda sekolah atau
kampus, misalnya tawuran pelajar antar sekolah dan kampus yang sering terjadi.
Kasus School Bullying merupakan bentuk kekerasan yang sering mendapatkan
perhatian dari para pengamat. School Bullying didefinisikan sebagai perilaku
agresif yang dilakukan berulang-ulang oleh seorang/sekelompok siswa yang
memiliki kekuasaan, terhadap siswa/siswi lain yang lebih lemah. Dengan tujuan
menyakiti orang tersebut, mereka kemudian mengelompokkan perilaku bullying
ke dalam lima kategori berikut sebagaimana dikemukakan oleh (Fatchul Mu’in,
2011:54):
1. Kontak fisik langsung (memukul, mendorong, mengigit, menjambak,
menendang, mengunci seseorang dalam ruangan, mencubit, mencakar,
juga termasuk meremas dan merusak barang-barang yang dimiliki
orang lain)
2. Kontak verbal langsung (mengancam, mempermalukan, merendahkan,
menggangu, memberi panggilan nama (name calling), sarkasme,
merendahkan (put down), mencela/mengejek, mengintimidasi,
memaki, menyebarkan gosip).
3. Perilaku non verbal langsung (melihat dengan sinis, menjulurkan lidah,
menampilkan eksperesi muka yang merendahakn, mengejek, atau
mengancam: biasanya disertai oleh bullying fisik atau verbal.
4. Perilaku non verbal tidak langsung (mendiamkan seseorang ,
memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, sengaja
mengucilkan atau mengabaikan, mengirimkan surat kaleng).
45. Pelecehan seksual (Kadang dikategorikan perilaku agresi fisik atau
verbal).
Kedua Kekerasan dalam bentuk perpeloncoan yang biasanya terjadi karena
hubungan senioritas. Hal ini biasanya dilakukan oleh para mahasiswa/pelajar
dalam masa orientasi mahasiswa/pelajar yang baru masuk. Bentuk perpeloncoan
semacam ini awalnya dipandang sebagai latihan kepemimpinan dan latihan
mental yang dianggap sebagai hak para senior untuk memperlakukan juniornya.
Akan tetapi, model-model semacam ini belakangan banyak dikritik karena seiring
menimbulkan efek yang membahayakan, misalnya ada yang meninggal dunia
karena perpeloncoan dengan cara kekerasan fisik yang keterlaluan. Kegiatan ini
juga dipandang hanya menonjolkan tindakan balas dendam para senior yang
dulunya juga pernah diperlakukan yang sama saat mereka masih junior juga.
Meskipun banyak kritik muncul, tradisi perpeloncoan semacam ini belum
sepenuhnya hilang dari lembaga lembaga pendidikan. Ketiga, Kekerasan pendidik
terhadap peserta didik (muridnya). Kekerasan dalam hal ini dapat kita bagi
menjadi : (a) kekerasan fisik dan (b) kekerasan non-fisik atau kekerasan
psikologis. Kekerasan fisik yang dilakukan guru merupakan tindakan yang biasa
sejak munculnya sekolah: pemukulan, menjewer, mencubit, menendang, hingga
yang menggunakan alat bantu, seperti tongkat untuk membaca di papan tulis,
pengaris kayu. Kekerasan oleh guru yang keterlaluan juga sering direaksi oleh
anak-anak didik dengan kekerasan. Bentuk kekerasan non-fisik sebenarnya secara
tidak disadari (karena kejadian dan dampaknya tidak tampak) membawa pengaruh
yang luar biasa yang terjadi pada peserta didik. Menurut Fatchul Mu’in, (2011:
556) menyatakan bahwa: “Kekerasan yang terjadi justru menimbulkan dampak
psikologis yang laten karena tak tampak dianggap tidak menjadi masalah”.
Contoh dampak psikologis dari kekerasan non-fisik, misalnya terancamnya
eksistensi dan pertumbuhan anak-anak kita. Situasi pendidikan (di dalam sekolah,
kampus, kelas) dan tindakan-tindakan para penghuni lembaga pendidikan
(terutama para guru/ pendidik) yang menimbulkan tekanan bagi mereka yang
belajar merupakan kekerasan psikologis yang secara nyata beroperasi, akan tetapi
guru tidak menyadari dampak yang ada.
Namun, ada kekerasan psikologis yang umumnya dapat kita lihat dari
tindakan dan perkataan para guru, misalnya bagaimana mereka membuat pelajar
tidak mampu menerima pelajaran yang baik, bahkan juga tindakan-tindakan atau
kata-kata yang mengancam dan mendegradasikan kejiwaan siswa. Jadi, contoh-
contoh kekerasan psikologis ini antara lain meliputi pemberian tugas
berkelebihan, memberikan target prestasi terlalu tinggi, dan memaksa anak
melakukan sesuatu diluar minatnya. Guru maupun orang tua sering memiliki
sejumlah ambisi pribadi yang dibebankan di pundak anak. Mereka selalu berdalih
demi masa depan anak. Mereka menganggap anak sebagai benda mati yang masa
depannya harus ditentukan guru dan orang tua. Anak yang punya karakteristik
berbeda-beda dipaksa untuk memiliki kemampuan yang sama. Lewat Ujian
Nasional (UNAS) mereka dipaksa memiliki kemampuan yang memadai dalam
beberapa mata pelajaran. Kasus ini banyak terjadi. Karena itu, sudah saatnya kita
mengevaluasi diri. Perlu didasari, kekerasan seperti itu, terkadang bahkan sering
tidak disertai niat jahat, sebaliknya, tindakan itu malah berselimut niat baik.
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sekali tidak merasa bersalah. Mereka merasa bahwa dirinya telah berbuat
kebaikan, merasa memberikan yang terbaik kepada anak.
Muchlas Samani, Hariyanto (2012:45) menyatakan bahwa: “Pendidikan
senantiasa diletakkan dalam kerangka dan tugas yang ditujukan bagi sebuah
generasi yang sedang ada dalam masa-masa pertumbuhan”. Oleh karena itu
pendidikan mengarahkan dirinya pada pembentukan kepribadian individu. Proses
pembentukan diri terus menerus ini terjadi dalam kerangka ruang dan waktu.
Dengan demikian pendidikan mengacu pada setiap bentuk pengembangan diri
yang bersifat persuasi, terus menerus, tertata rapi, dan terorganiasasi, berupa
kegiatan yang terarah untuk membentuk kepribadian secara personal dan sosial.
Pendidikan juga merupakan fenomena antropologis yang usianya hampir setua
dengan sejarah manusia itu sendiri. Pendidikan adalah proses penyempurnaaan
diri manusia secara terus menerus, hal ini terjadi karena secara kodrat manusia
memiliki kekurangan dan ketidaksempurnaan. Namun intervensi manusia
terhadap pendidikan sebagai bagian dari usaha melengkapi kekurangan dari
sebuah kondisi yang membutuhkan suatu perbaikan. Lebih jauh lagi kini antar
anak bangsa saja sudah saling curiga mencurigai, misalnya dengan yang berbeda
etnis, agama, dan kelas sosial. Dan yang paling mengerikan adalah maraknya
tawuran antar pelajar yang hanya disebabkan oleh persoalan yang sepele, dari
aspek pendidikan masalah ini tidaklah adil jika yang dipersalahkan hanya guru
ataupun siswa saja. Dan kemudian kita mendeskreditkan pelajaran agama Islam
dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang paling punya
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upaya menanamkan karakter yang bukan saja tugas dari dua mata ajar tersebut.
Pendidikan Kewarganegaraan dikembangkan di setiap negara ditujukan
untuk mendukung kehidupan demokrasi yang konstitusional. Dalam Undang-
undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal
37 ayat (2) menyatakan bahwa: “Kurikulum Pendidikan wajib memuat :
Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan Bahasa”.
Tiga mata pelajaran tersebut mensyaratkan tujuan pendidikan nasional untuk
mewujudkan manusia Indonesia yang religius, bangsa yang menghargai
warganegaranya, dan identitas kebangsaan dengan bahasa nasionalnya. Sehingga
pada ketentuan pasal ini menempatkan Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan sebagai salah satu mata pelajaran yang sangat penting dan
strategis selain Pendidikan Agama dan Bahasa. Dengan adanya ketentuan tersebut
maka Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan harus masuk pada kurikulum di
setiap jenjang pendidikan dan jenis pendidikan dari sekolah dasar hingga
pendidikan tinggi.
Menurut Udin. S. Winataputra (2006:3) ada beberapa istilah Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan di negara lain, antara lain:
Amerika Serikat di kenal dengan istilah Civics atau Civics Education ,
sedangkan di Inggris dikenal dengan istilah Citizenship Education, di
Timur Tengah dikenal dengan istilah Ta’limatul Muwwatanah , di Jerman
dikenal dengan istilah Sachunterricht . Di Australia dikenal dengan istilah
Civivs atau Social Studies, sedangkan di Afrika Selatan dikenal dengan
istilah Life Orientation . Di Hongaria dikenal dengan istilah People and
Society . Sedangkan di Singapura dikenal dengan istilah Civics and Moral
Education.
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negara yang dapat ditumbuhkan secara langsung sebagai dampak dari adanya
pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, partisipasi tersebut
dapat menentukan kualitas penentuan keputusan publik, dengan mengutamakan
nilai -nilai moral yang baik. Tujuan tersebut berlawanan dengan adanya fenomena
yang terjadi pada saat ini, seperti merosotnya nilai-nilai moral yang terjadi dalam
masyarakat atau biasa disebut dengan Degradasi Moral. Hal ini sejalan dengan
amanah Mahatma Ghandi (dalam Soedarsono, 2010:32) mengurai sebagai ‘tujuh
dosa yang mematikan’ (the seven deadly sins) yaitu:
(1) semakin merebaknya nilai-nilai  dan perilaku memperoleh kekayaan
tanpa bekerja (wealth without work), (2) kesenangan tanpa hati nurani
(pleasure without conscience), (3) pengetahuan tanpa karakter (knowledge
without character), (4) bisnis tanpa moralitas (commerce without ethic),
(5) ilmu pengetahuan tanpa kemauan (science without humanity), (6)
agama tanpa pengorbanan (religion without sacrifice); dan (7) politik
tanpa prinsip (politic without principle).
Sejalan dengan perkembangan perubahan kurikulum, maka dengan
diberlakukannya Kurikulum 2013, menjadi semangat baru bagi eksistensi
Pendidikan Kewarganegaraan yang kembali berubah nama menjadi Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan. Perubahan tersebut juga menjawab salah satu
tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini,
Pertanyaan yang muncul adalah “apa yang salah dengan bangsa kita ini?”Kondisi
yang demikian itu merupakan indikasi hilangnya karakter yang akan mengarah
pada kehilangan segalanya. Oleh karena itu, perlu disadari oleh seluruh pemangku
kepentingan (stake-holder) termasuk seluruh lapisan masyarakat untuk
memberikan perhatian yang cukup signifikan untuk memulai kembali membangun
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besar, karena itu pendidikan yang mampu membangun karakter warga negara
yang cinta damai mutlak diperlukan. Sebab tanpa kepemilikan karakter tersebut,
sulit bagi bangsa dan negara untuk tetap bertahan menghadapi berbagai tantangan,
berbagai konflik yang lahir dari realitas kebhinnekaan tersebut. Dalam hal ini,
pendidikan adalah jembatan paling penting untuk membentuk karakter masyarakat
yang multikultural. Pernyataan Ellen G. White yang dikutip Hidayatullah
(2010:18) menyebutkan bahwa “Pembangunan karakter adalah usaha paling
penting yang pernah diberikan kepada manusia”. Pembangunan karakter adalah
tujuan luar biasa dari sistem pendidikan yang benar. Pernyataan tersebut
memberikan penguatan bahwa pembangunan karakter tidak bisa dilepaskan dari
pendidikan. Bahkan Stiles (Hidayatullah, 2011:19) menyatakan bahwa
“Pembangunan karakter tidak dapat dilakukan dengan serta merta tanpa upaya
sistematis dan terprogram sejak dini”.
Karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap
individu untuk hidup dan bekerjasama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat,
bangsa dan negara. Secara psikologis dan socio-cultural, pembentukan karakter
dalam diri individu merupakan fungsi dari seluruh potensi individu manusia
(kognitif, afektif, konatif, dan psikomotorik) dalam konteks interaksi sosial
kultural (dalam keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat) dan berlangsung
sepanjang hayat. Berdasarkan Kementerian Pendidikan Nasional, (2010:14)
”Konfigurasi karakter dalam konteks totalitas proses psikologis dan socio-cultural
tersebut dapat dikelompokkan dalam olah hati (spiritual and emotional
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development), olah pikir (intellectual development), olah raga dan kinestetik
(physical and kinestetic development), dan olah rasa dan karsa (affective and
creativity development)”. Olah hati berkenaan dengan perasaan sikap dan
keyakinan/keimanan menghasilkan karakter jujur dan bertanggung jawab. Olah
pikir berkenaan dengan proses nalar guna mencari dan menggunakan pengetahuan
secara kritis, kreatif, dan inovatif menghasilkan pribadi cerdas. Olahraga
berkenaan dengan proses persepsi, kesiapan, peniruan, manipulasi, dan penciptaan
aktivitas baru disertai sportivitas menghasilkan sikap bersih, sehat, dan menarik.
Olahrasa dan karsa berkenaan dengan kemauan dan kreativitas yang tercermin
dalam kepedulian, citra, dan penciptaan kebaruan menghasilkan kepedulian dan
kreatifitas.
Dalam konteks suatu bangsa, karakter dimaknai sebagai nilai-nilai
keutamaan yang melekat pada setiap individu warga negara dan kemudian
mengejawantah sebagai personalitas dan identitas kolektif bangsa. Karakter
berfungsi sebagai kekuatan mental dan etik yang mendorong suatu bangsa
merealisasikan cita-cita kebangsaannya dan menampilkan keunggulan-keunggulan
komparatif, kompetitif, dan dinamis di antara bangsa-bangsa lain”. Karena itu,
dalam pemaknaan demikian, manusia Indonesia yang berkarakter kuat adalah
manusia yang memiliki sifat-sifat: religius, moderat, cerdas, dan mandiri. Sifat
religius dicirikan oleh sikap hidup dan kepribadian taat beribadah, jujur,
terpercaya, dermawan, saling tolong menolong, dan toleran.
Sifat moderat dicirikan oleh sikap hidup yang tidak radikal dan tercermin
dalam kepribadian dan sosial, berorientasi materi dan rohani, serta mampu hidup
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dan kerjasama dalam kemajemukan. Sifat cerdas dicirikan oleh sikap hidup dan
kepribadian yang rasional, cinta ilmu, terbuka, dan berpikiran maju. Dan sikap
mandiri dicirikan oleh sikap hidup dan kepribadian merdeka, disiplin tinggi,
hemat, menghargai waktu, ulet, wirausaha, kerja keras, dan memiliki cinta
kebangsaan yang tinggi tanpa kehilangan orientasi nilai-nilai kemanusiaan
universal dan hubungan antar peradaban bangsa-bangsa.
Salah satu dampak nyata dalam konteks kehidupan bermasyarakat dari
permasalahan adalah bergesernya orientasi nilai yang diyakini seseorang, dan cara
pandangnya terhadap keberhasilan hidup. Orientasi nilai idealis yang
mengedepankan akhlak, etika, moral, budi pekerti, dan harga diri sering kali
tergeser. Muncullah kecendrungan orientasi nilai dalam kehidupan kini yang
bergeser menjadi hedonis yang berorientasi kepada materi dan lebih bersifat
duniawi, orang akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan tujuan yang
menjadi orientasi kehidupannya.  Pesatnya kemajuan teknologi informasi dan
komunikasi saat ini, telah membawa perubahan besar diberbagai sektor kehidupan
manusia. Hal itu berdampak pada pergeseran nilai dan perilaku kehidupan
masayarakat. Gelombang arus informasi yang sangat dasyat dalam dunia maya
dalam hal ini adalah penggunaan internet serta pemberitaan media massa yang
bebas dan cenderung tidak tersaring dengan baik, telah membawa dampak
terhadap perilaku hidup seseorang. Berdasarkan indikasi tersebut, globalisasi
membawa perubahan pola berpikir dan bertindak masyarakat bangsa Indonesia,
terutama generasi muda yang cenderung terpengaruh oleh nilai-nilai dan budaya
luar yang tidak sesuai dengan kepribadian dan karakter bangsa Indonesia.
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Pendidikan karakter, menurut Muhammad Furqon (2010: 3): “Perlu di
integrasikan keseluruh aspek kehidupan, termasuk kehidupan sekolah. Lembaga
pendidikan, khususnya sekolah dipandang sebagai tempat yang strategis untuk
membentuk karakter”. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik dalam segala
ucapan, sikap, dan perilakunya mencerminkan karakter yang baik dan kuat.
Pemahaman serta internalisasi pendidikan karakter secara komprehensif dapat
dilakukan untuk menyaring kebudayaan asing yang dapat merusak moral generasi
penerus bangsa. Oleh karena itu lembaga pendidikan harus dapat menjadi
penghubung yang baik dalam memberikan pemahaman yang komprehensif
terhadap pendidikan karakter.
Sebagai upaya untuk meningkatkan kesesuaian dan mutu pendidikan
karakter, Kementerian Pendidikan Nasional mengembangkan grand design
pendidikan karakter untuk setiap jalur, jenjang, dan jenis satuan pendidikan.
Grand design menjadi rujukan konseptual dan operasional pengembangan,
pelaksanaan, dan penilaian pada setiap jalur dan jenjang pendidikan. Konfigurasi
karakter dalam konteks totalitas proses psikologis dan sosial-kultural tersebut
dikelompokan dalam: Olah Hati (Spiritual and emotional development), Olah
Pikir (intellectual development), Olah Raga dan Kinestetik (Physical and
kinestetic development), dan Olah Rasa dan Karsa (Affective and Creativity
development). Pengembangan dan implementasi pendidikan karakter perlu
dilakukan dengan mengacu pada grand design tersebut.
Menurut UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
pada Pasal 13 Ayat 1 menyebutkan bahwa: “Jalur pendidikan terdiri atas
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pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan
memperkaya”. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan
lingkungan. Pendidikan informal sesungguhnya memiliki peran dan kontribusi
yang sangat besar dalam keberhasilan pendidikan. Berdasarkan observasi pada
studi pendahuluan di sekolah (Nopember, 2012) ditemukan data sebagai berikut:
Peserta didik mengikuti pendidikan di sekolah hanya sekitar 7 jam per hari, atau
kurang dari 30%. Selebihnya (70%), peserta didik berada dalam keluarga dan
lingkungan sekitarnya. Jika dilihat dari aspek kuantitas waktu, pendidikan di
sekolah berkontribusi hanya sebesar 30% terhadap hasil pendidikan peserta didik.
Pendidikan menjadi garda depan dalam upaya pembentukan karakter
manusia Indonesia yang sesungguhnya. Penyelenggaraan pendidikan karakter
pada konteks mikro , difokuskan pada sekolah. Sekolah merupakan sektor utama
yang secara optimal memanfaatkan dan memberdayakan semua lingkungan
belajar yang ada untuk menginisiasi, memperbaiki, menguatkan, dan
menyempurnakan secara terus menerus proses pendidikan karakter di sekolah.
Menurut Endah Sulistyowati (2012:11) dalam Buku Induk Kebijakan Nasional
Pembangunan Karakter Bangsa 2010-2025),  pengembangan karakter di sekolah
dibagi dalam empat komponen yaitu: “Belajar mengajar di kelas; keseharian
dalam bentuk pengembangan budaya sekolah; ko-kurikuler dan atau ekstra
kurikuler; serta keseharian di rumah dan masyarakat”. Dengan demikian
penanaman pendidikan karakter dapat dilaksanakan secara berkesinambungan.
Pendidikan karakter juga berkembang pesat di belahan dunia, menurut
Tillman (2001:67) salah satu program yang dilaksanakan adalah “Program
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Pendidikan Nilai-nilai Hidup (Living Values Education Programme/ LVEP)”.
Program ini diawali oleh PBB pada saat berulang tahun ke- 50 yang diawali
dengan adanya projek internasional yaitu Sharing Our Values for a Better World
(Berbagi Nilai-nilai demi sebuah dunia yang lebih baik). Program ini diawali oleh
salah satu institut Brahma Kumaris pada tahun 1995.
Usaha pendidikan karakter sungguh-sungguh sangat diperlukan dewasa
ini. Karena pendidikan karakter dapat menahan kemerosotan karakter dalam
kehidupan sekarang, dan mendatang. Menurut filsafat manusia, hakikat manusia
ada tiga, yaitu ;
(1). Manusia sebagai makhluk moral, yaitu berbuat sesuai dengan norma
– norma susila; (2). Manusia sebagai makhluk individual, yaitu berbuat
untuk kepentingan diri sendiri;(3) manusia sebagai makhluk sosial, hidup
bermasyarakat, bekerjasama,dan tolong menolong. Ketiga hakikat manusia
itu terus berkembang dan mendapat bimbingan dan pengarahan yang benar
semenjak kecil sampai dewasa, bahkan sampai usia lanjut.
(Mohamad Mustari, 2011: 12)
Kurikulum tahun 2013 mengisyaratkan pengembangan kurikulum yang
mampu menyisipkan pendidikan karakter sebagai upaya pembentukan karakter
siswa di sekolah. Oleh karena itu harus pula didukung oleh seluruh komponen
yang ada di sekolah, dari kepala sekolah, guru, siswa, karyawan dan staff, sarana
prasarana serta seluruh sistem yang mendukung pelaksanaan pendidikan karakter
itu sendiri. Selain menanamkan nilai-nilai karakter kepada peserta didik, seorang
guru memiliki peran untuk memberikan keteladanan yang baik yang tentunya
akan meningkatkan suasana kondusif di dalam dan sekitar lingkungan sekolah,
dan selanjutnya pendidikan karakter itu akan bisa efektif dalam lingkungan
keluarga dan masyarakat.
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Struktur kurikulum SMA sebagaimana tercantum dalam Permendikbud
nomor 69 Tahun 2013 mata pelajaran yang dapat diikuti dan diambil terdiri atas
Kelompok Mata pelajaran Wajib dan Mata pelajaran Pilihan. Mata pelajaran
pilihan terdiri atas pilihan akademik untuk Sekolah Menengah Atas. Mata
pelajaran pilihan ini memberi corak kepada fungsi satuan pendidikan, dan
didalamnya terdapat pilihan sesuai dengan minat peserta didik. Struktur ini
menerapkan prinsip bahwa peserta didik merupakan subjek dalam belajar yang
memiliki hak untuk memilih mata pelajaran sesuai dengan minatnya. Kelompok
Mata pelajaran Wajib merupakan bagian dari pendidikan umum yaitu
pendidikan bagi semua warganegara yang bertujuan memberikan pengetahuan
tentang bangsa, sikap sebagai bangsa, dan kemampuan penting untuk
mengembangkan kehidupan pribadi peserta didik, masyarakat dan bangsa,
melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan diharapkan siswa memiliki
kompetensi sikap, ketrampilan, dan pengetahuan jauh lebih baik. Mereka akan
lebih kreatif, inovatif, dan lebih produktif. Disinilah guru berperan besar dalam
mengimplementasikan tiap proses pembelajaran pada kurikulum 2013.
Selanjutnya kelompok mata pelajaran peminatan bertujuan untuk memberikan
kesempatan kepada peserta didik mengembangkan minatnya dalam sekelompok
matapelajaran sesuai dengan minat keilmuannya di Perguruan Tinggi, dan untuk
mengembangkan minatnya terhadap suatu disiplin ilmu atau keterampilan
tertentu.
Pendidikan karakter dalam kurikulum 2013 bertujuan untuk
meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan, yang mengarah pada
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pembentukan budi pekerti dan akhlak mulia peserta didik secara utuh. Dalam
implementasi kurikulum 2013, pendidikan karakter dapat diintegrasikan ke
seluruh mata pelajaran, sebagai contoh pendidikan karakter dapat diintegrasikan
dalam mata pelajaran agama, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa
Indonesia, serta  mata pelajaran yang lainnya. Ketiga mata pelajaran tersebut akan
tampak mengajarkan bagaimana olah pikir, olah hati, dan olah karsa dipadukan
secara bersama sehingga masing-masing mata ajar tersebut mempunyai andil
untuk mengembangkan dan menginternalisasikan nilai-nilai moral serta akhlak
mulai secara komprehensif.
Revitalisasi dan penekanan karakter dalam pengembangan kurikulum
2013, berupaya sejalan dengan misi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
yang mengajarkan warga negara berkarakter moral yang baik, dan juga
berhubungan dengan pengembangan karakter moral peserta didik, juga
berhubungan dengan model pembelajaran karakter moral, khususnya model
pembelajaran karakter moral warganegara dalam mata pelajaran Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan. Karakter warga negara hendaknya mengarah
pada karakter moral bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Menurut Udin
Winataputra (2003:45) “Secara substantif dan pedagogis, program civic education
dirancang sebagai wahana pendidikan yang bertujuan untuk memfasilitasi peserta
didik, agar dapat mengembangkan dirinya menjadi warga negara yang cerdas,
bertanggungjawab, dan berkeadaban atau “smart and good citizens”.
Pembentukan kompetensi warganegara tersebut, akan mendukung peran serta
peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat secara aktif.
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Sarbaini (2011:3) menyatakan bahwa: “Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan memperlihatkan potensi yang kuat untuk mengembangkan
secara lengkap baik fisik maupun mental manusia dan mendorong pengembangan
keterampilan, pengetahuan dan perilaku yang memungkinkan mereka untuk
meningkatkan kondisi kehidupan mereka”. Kondisi tersebut dapat memperkuat
pemahaman warga Negara terhadap hak dan kewajiban yang harus
dilaksanakannya.
Model pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaran apabila
dikaitkan dengan penerapan pendidikan karakter yang menyentuh pada aspek nilai
moral masih  belum maksimal mencapai tujuan yang diharapkan. Paling tidak ada
tiga alasan mengapa seorang guru harus mampu mengembangkan model.
Pertama, belum ada model sebelumnya; kedua, sudah ada model tetapi model
tersebut kurang berfungsi secara baik; dan ketiga, sebagai variasi atas model-
model yang sudah ada dan boleh jadi sudah berfungsi dengan baik.
Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pendidikan karakter adalah
adanya partisipasi warganegara dalam mengkritisi persoalan dalam masyarakat
yang merupakan bagian dari kompetensi warganegara dalam hal pencapaian
keterampilan warga negara dan tentunya tidak terlepas dari civics virtue, civics
disposition, civic responsibility, dan civics skill. Berdasarkan hasil diskusi dengan
Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan Sekolah Menengah Atas dan Dinas Pendidikan Kota Surakarta
(Juni, 2013) bahwa model pembelajaran yang digunakan oleh guru di dalam kelas
masih bersifat konvensional. Dan pengembangan model pembelajaran yang
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digunakan belum mampu mengintegrasikan pendidikan karakter secara utuh,
sehingga masih jauh dari harapan/ tujuan yang telah direncanakan oleh
pemerintah, disebabkan oleh masih rendahnya sosialisasi yang dilakukan oleh
sekolah terhadap guru sehingga berpengaruh terhadap  pencapaian kompetensi
guru secara profesional dan pencapaian kompetensi siswa.
Pengembangan model pembelajaran pendidikan karakter berkaitan
langsung dengan tujuan yang ingin dicapai dalam Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan, salah satunya adalah bagaimana civic value akan dapat
terinternalisasi dengan effektif sampai pada tataran kognitif, afektif dan
psikomotorik. Idealnya, pendidikan karakter di sekolah diharapkan membantu
siswa mengembangkan semua kekuatan karakter secara seimbang sehingga
seorang siswa diharapkan akan tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang
benar-benar utuh nantinya. Namun demikian, sekolah dapat saja lebih
memusatkan perhatian pada beberapa karakter yang dianggapnya perlu diberi
prioritas untuk dikembangkan di lingkungan belajar lain, seperti di rumah, dalam
pergaulan sosial, dan kominitas kerohanian di luar sekolah.
Sejalan dengan pendapat John Dewey, menurut Dasim Budimansyah
(2010:47): “Project Citizen merupakan model pembelajaran yang dirancang untuk
memberikan pengalaman belajar kepada para peserta didik tentang langkah-
langkah dan metode yang digunakan dalam proses politik”. Project Citizen pada
dasarnya dikembangkan dari model pendekatan berpikir kritis atau reflektif
sebagaimana dirintis oleh John Dewey (1900) dengan paradigma “How We
Think”-nya atau model “Reflective Inquiry”-nya Barr, dkk (1978).
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Berikut ini merupakan paparan hasil studi pendahuluan yang sudah
peneliti lakukan, dengan jumlah 33 SMA Negeri dan Swasta yang melibatkan
Kepala Sekolah, Guru, dan Siswa, menunjukkan fenomena berikut: 1). Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki peran penting dalam membangun
karakter bangsa dari 24 sekolah dalam penelitian ini 73% menjawab sangat setuju.
Hal ini membuktikan bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
memiliki peran dan kontribusi dalam memperbaiki karakter bangsa, terutama
bagaimana agar moralitas pendidik dan peserta didik, terbentuk dengan baik untuk
bersama-sama mengatasi persoalan bangsa yang sudah semakin terpuruk dalam
hal demoralisasi. Sedangkan sisanya 4 sekolah sebesar 12% setuju bahwa
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berperan dalam membangun karakter
bangsa yang didukung oleh kebijakan pemerintah, dan sebanyak 2 sekolah sebesar
6% menjawab ragu-ragu karena kebijakan pemerintah yang tidak konsisten
terhadap pendidikan karakter bangsa. Kemudian sisanya 3 sekolah atau 9%
menjawab tidak setuju, Ini berarti meskipun kebijakan pendidikan karakter sudah
disosialisasikan dengan baik, namun sasaran dan fokus kebijakan yang dibuat
harus tepat pada obyek yang dituju. 2). Permasalahan tentang pembelajaran
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di sekolah 78% didominasi berkaitan
dengan ketercapaian ranah kognitif saja. Sedangkan sebanyak 7 sekolah
permasalahan dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
bertumpu pada guru yang tidak professional karena tidak sesuai dengan
kualifikasi pendidikannya yaitu banyak guru PPKn yang berlatarbelakang
pendidikan sarjana hukum atau bahkan sarjana ilmu murni dengan prosentase
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22% menjawab tidak setuju sehingga tanggungjawab personal dan sosial guru
menjadi berkurang atau hanya bersifat pragmatis saja. 3). Pengembangan model
pembelajaran pendidikan karakter di sekolah, seharusnya banyak dilakukan
berdasarkan kreativitas dan kompetensi guru dalam mengembangkan model
pembelajaran dikelas, dijawab oleh 27 sekolah sebesar 82% sangat setuju,
sehingga Guru  mendukung kebijakan Pemerintah yang peduli terhadap
pembangunan Karakter, dan 4 sekolah atau sebesar 12% menjawab setuju
sehingga bergantung pada kebijakan sekolah, sisanya 2 sekolah atau sebesar 6%
menjawab ragu-ragu hanya saja bergantung dari komponen pendukung yang
berupa sarana dan prasarana di sekolah. 4). 31 sekolah atau 94% menjawab sangat
setuju dilakukannya pengembangan perangkat pembelajaran dalam pendidikan
karakter, yaitu dengan mendukung sepenuhnya, strategi pengembangan grand
desain pendidikan karakter  dalam pembelajaran PPKn untuk mendukung
pelaksanaan kurikulum 2013. Sedangkan sisanya 2 sekolah atau sebesar 6%
menjawab setuju yaitu melalui sosialisasi perubahan kebijakan mengenai
pendidikan karakter.
Temuan di lapangan dan hasil analisis menunjukkan bahwa sikap siswa
terhadap mata pelajaran PPKn selama ini cenderung negatif. Mereka memandang
PPKn sebelah mata (meremehkan). PPKn dipandang sebagai second matter; tidak
begitu penting karena tidak diujikan secara nasional, dan hanya mengajarkan
teori-teori  saja. Model dan metode mengajar guru PPKn yang cenderung tidak
variatif (monoton), sarana dan prasarana dan media pembelajaran yang terbatas,
perangkat pembelajaran PPKn yang dipegang guru yang terbatas, dan penekanan
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pembelajaran yang terbatas di ranah knowledge merupakan serangkaian persoalan
yang dihadapi baik siswa ataupun guru dalam pembelajaran PPKn. Keberlanjutan
pendidikan karakter akan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, dan
masyarakat, dan nantinya pendidikan menjadi garda terdepan untuk memulai
perbaikan dan pembangunan karakter bangsa.
Kenyataan di lapangan yang menunjukkan bahwa permasalahan
pembelajaran dalam penggunaan model pembelajaran yang dilakukan oleh guru
seperti yang telah dipaparkan di atas, dikarenakan faktor lemahnya guru dalam
mengembangkan model pembelajaran inovatif yang mampu mengintegrasikan
nilai-nilai karakter secara utuh, sekaligus meningkatkan ketercapaian tujuan dalam
pembelajaran PPKn di sekolah. Sebagaian besar para guru di Sekolah Menengah
Atas Surakarta baik negeri dan Swasta yang tergabung dalam MGMP PPKn pada
kegiatan FGD studi pendahuluan menyatakan bahwa:
Dalam menerapkan kurikulum 2013 belum banyak memahami mengenai
pendekatan saintifik, sehingga metode ceramah masih sangat mendominasi
dalam pembelajaran, dikarenakan mengejar ketercapaian penyelesaian
materi pembelajaran yang harus diselesaikan dalam satu semester, dan
keseluruhan penilaian proses yang mengarah pada penilaian sikap jarang
dilakukan, karena fokus pada penilaian hasil, dan persoalan unjuk kerja
siswa belum mengoptimalkan pada kompetensi siswa untuk lebih bersikap
kritis dan memiliki kreativitas dalam menyelesaikan permasalahan bangsa.
(Hasil Wawancara, Senin, 23 Mei 2014)
Hal ini, semakin menguatakan bahwa guru membutuhkan penggunaan model
pembelajaran yang lebih inovatif, yang mampu mengintegrasikan pendidikan
Karakter dalam kurikulum 2013. Dalam proses pembelajaran harus dirancang
suatu model pembelajaran yang mampu mengembangkan seluruh potensi siswa
agar menjadi warganegara yang berakhlak mulia, cerdas, partisipatif, demokratis
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dan bertanggung jawab, sehingga perlu dikembangkan suatu proses pembelajaran
yang humanistik dimana suasana belajar mengajar bersifat kekeluargaan, hangat
dan terbuka.
Penelitian James Madison University (2006), menunjukkan fenomena
bahwa kurikulum dengan paket pembelajaran “We the People…” selama kurun
waktu dua tahun yaitu dari tahun 1995 hingga 1996 dan diselenggarakan pada 12
negara bagian, maka sejak saat itulah paket pembelajaran ini disebarluaskan
termasuk di seluruh sekolah di Amerika Samoa, Negara Bagian Kolombia, Guam
dan Puerto Rico. Dan hasilnya pada November 2006 diperkirakan 22.500 guru
telah mengajarkan dan menggunakan Project Citizen terhadap lebih dari
1.400.000 orang siswa. Paket pembelajaran Project Citizen dapat membuat siswa
untuk dapat bekerja sama dalam mengidentifikasi kebijakan publik yang menjadi
sumber masalah dalam lingkungan sekitar siswa. Kemudian siswa dapat meneliti
dan mengevaluasi permasalahan untuk dicarikan solusi alternatif, yang
selanjutnya siswa dapat mengembangkan solusi yang dimiliki dan akan dijadikan
dalam bentuk kebijakan publik. Selanjutnya penelitian yang dilaporkan dalam
World Congress On Civic Education di Jakarta (23-27 Juli 2010) implementasi
Project Citizen telah mengubah iklim pembelajaran dari semula content of
textbook oriented menjadi project based-learning. Sistem pembelajaran yang baru
jika dibandingkan sistem yang lama tampak perbedaan sebagai berikut: (1) Para
siswa memperoleh berbagai pengalaman belajar (learning experience) melalui
project yang dipilihnya, bukan hanya sekedar menghapal konsep dan data; (2)
Para siswa belajar dalam kelompok melakukan cooperative learning, tidak hanya
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belajar secara individual untuk keberhasilannya sendiri; (3) Hasil belajar diperoleh
siswa melalui proses inquiry, bukan semata-mata dari penjelasan guru; (4)
Motivasi belajar muncul dari motivasi berprestasi (need for achievement), bukan
karena dorongan guru dan orang tua.
Adaptasi model pembelajaran Project Citizen yang dikembangkan dalam
pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada penelitian ini,
diharapkan memperkuat implementasi pendidikan karakter dalam kurikulum
2013, sebagaimana kebijakan pemerintah yang secara simultan dan sinergis akan
menguatkan karakter bangsa. Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan yang mengembangkan model pembelajaran inovatif dapat
mengintegrasikan nilai-nilai karakter, serta memunculkan pemahaman dan
perilaku warganegara yang mampu mencerminkan nilai karakter. Sehingga
persoalan-persoalan dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan dapat terselesaikan dengan alternatif pengembangan model
pembelajaran yang peneliti lakukan.
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat
dirumuskan ruang lingkup permasalahan sebagai  berikut:
1. Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang dilakukan
oleh guru masih menggunakan pembelajaran yang bersifat konvensional,
dan belum secara maksimal menghasilkan keterampilan kewarganegaraan.
24
2. Pembentukan karakter siswa, masih bersifat pemahaman dan pengetahuan
saja, sehingga sikap, perilaku, serta tindakan belum sepenuhnya
mencerminkan nilai-nilai karakter.
3. Pergeseran paradigma profesionalitas guru yang bertumpu pada fungsi
pragmatis bukan pada pendidikan yang humanis, dan penuh pengabdian
sehingga diperlukan implementasi pendidikan karakter secara integratif.
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat
dirumuskan permasalahan sebagai  berikut:
1. Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan yang dilakukan oleh guru di Sekolah Menengah Atas
se-Kota Surakarta?
2. Bagaimanakah pengembangan model pembelajaran Project Citizen (PC)
dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk pendidikan
karakter di Sekolah Menengah Atas se-Kota Surakarta?
3. Bagaimanakah tingkat keefektifan model pembelajaran Project Citizen
(PC) dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk pendidikan
karakter di Sekolah Menengah Atas se-Kota Surakarta?
D. Tujuan Pengembangan
Dari rumusan masalah dapat ditentukan tujuan pengembangan sebagai
berikut:
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1. Mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan yang dilakukan oleh guru di Sekolah Menengah Atas
se-Kota Surakarta.
2. Menghasilkan model pembelajaran Project Citizen (PC) dalam Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan untuk pendidikan karakter di Sekolah
Menengah Atas se-Kota Surakarta.
3. Menguji tingkat keefektifan model pembelajaran Project Citizen (PC)
dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk pendidikan
karakter di Sekolah Menengah Atas se-Kota Surakarta.
E. Manfaat Pengembangan
Manfaat pengembangan dalam penelitian ini adalah:
1. Secara Teoritis
a. Model pengembangan pembelajaran Project Citizen merupakan salah
satu pengembangan keilmuan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan.
b. Produk dari model pembelajaran Project Citizen ini diharapkan dapat
menjadi konsep baru, untuk perkembangan keilmuan Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan yang selama ini dibutuhkan dinamika
subtansi keilmuan.
2. Secara Praktis
a. Pengembangan model ini sebagai bahan masukan bagi pemerintah, dan
dunia pendidikan pada khususnya mengenai pembelajaran Pendidikan
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Pancasila dan Kewarganegaraan agar ditemukan sebuah alternatif
penyelesaian permasalahan pembelajaran di sekolah agar pembelajaran
dapat tercipta secara kondusif dalam melaksanakan kurikulum 2013.
b. Sebagai bahan supervisi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran
PPKN dalam kurikulum 2013 yang dilakukan oleh para guru di
sekolah khususnya dalam peningkatan kompetensi dan
profesionalismenya untuk mengatasi permasalahan pengintegrasian
karakter bagi peserta didik.
F. Spesifikasi Produk yang diharapkan
Pengembangan model pembelajaran Project Citizen ini akan
menghasilkan desain pembelajaran dalam Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan untuk pendidikan karakter dalam pelaksanaan kurikulum
2013 yaitu berupa: buku panduan model pembelajaran Project Citizen dalam
pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang dijabarkan
dalam buku guru, dan buku siswa yang bermuatan pendidikan karakter, serta
Video Pembelajaran Project Citizen, dengan penjelasan sebagai berikut:
1. Buku panduan model pembelajaran Project Citizen
Buku panduan model pembelajaran Project Citizen, digunakan
sebagai acuan dalam menyusun Buku Guru dan Buku Siswa, yang
diarahkan untuk pendidikan karakter. Perpaduan pengembangan model
pembelajaran Project Citizen diuraikan dalam langkah-langkah
pembelajaran secara jelas, memberikan penguatan proses pembelajaran
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dalam menerapkan pendidikan karakter, yaitu mengintegrasikan
pendidikan karakter dengan kompetensi inti, dan kompetensi Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan yaitu bagaimana memunculkan sikap
intelektual sebagai perwujudan dampak pengiring dalam Kurikulum 2013,
dengan spesifikasi sebagai berikut:
a. Pengantar
b. Konsep model pembelajaran Project Citizen
c. Konsep Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
d. Konsep Pendidikan Karakter
e. Model Project Citizen untuk Pendidikan Karakter
f. Pengembangan Model Pembelajaran Project Citizen
g. Penutup
2. Buku Guru
Spesifikasi produk berikutnya dalam penelitian ini, adalah buku
guru. Buku guru, merupakan panduan bagi guru yang bertujuan
memberikan standar proses pembelajaran dan pedoman interaksi tentang
model pembelajaran Project Citizen, yang dilakukan dalam pembelajaran
didalam maupun di luar kelas, dengan spesifikasi sebagai berikut:
a. Bagian Pertama, standar proses pembelajaran yang berisi tentang
desain perencanaan, desain pelaksanaan, dan desain penilaian.
b. Bagian Kedua, pedoman interaksi model pembelajaran Project Citizen
yang berisi gambaran program pembelajaran
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3. Buku Siswa
Buku siswa, merupakan panduan bagi siswa yang bukan sekedar
berisi content based, tetapi activity based dalam melakukan pembelajaran
Project Citizen. Tujuan buku siswa ini adalah untuk memandu siswa
dalam melaksanakan langkah-langkah pembejaran, dan mengembangkan
komitmen aktif para siswa terhadap kewarganegaraan dan pemerintahan
dengan cara: memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
untuk dapat berpartisipasi secara aktif, memberikan pengalaman praktis
yang dirancang untuk mengembangkan kompetensi dan sikap dalam
pendidikan karakter, mengembangkan pemahaman akan pentingnya
partisipasi warganegara, mengembangkan pendidikan karakter secara
nyata dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Berikut ini
spesifikasi dari buku siswa, yaitu:
a. Pendahuluan
b. Langkah-langkah model pembelajaran Project Citizen
c. Glosarium
d. Daftar Pustaka
4. Video Pembelajaran
Spesifikasi produk selanjutnya adalah Video pembelajaran, yang
berisi keseluruhan rangkaian langkah-langkah konkret Project Citizen
sebagai media pembelajaran bagi guru dan siswa,dengan langkah-langkah
sebagai berikut:
a. Penjelasan informasi sesuai Kompetensi Dasar
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b. Mengidentifikasi masalah berbasis pada nilai karakter
c. Memilih masalah untuk dikaji oleh kelas berbasis pada nilai karakter
d. Mengumpulkan informasi terkait dengan masalah yang dipilih
e. Mengembangkan media poster berbasis pada nilai karakter
f. Menyajikan media Poster
g. Melakukan refleksi pengalaman belajar berbasis pada nilai karakter.
G. Asumsi dan Keterbatasan
1. Asumsi
Model pembelajaran Project Citizen (PC) berjalan dengan baik,
jika syarat-syarat berikut ini dipenuhi:
a. Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
memerlukan inovasi model pembelajaran dalam proses belajar
mengajar yang dapat mendukung pencapaian tujuan pembentukan
civic knowledge, civic skiil, dan civic disposition.
b. Pemilihan model pembelajaran Project Citizen (PC) dalam Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan untuk pendidikan karakter di Sekolah
Menengah Atas memiliki keterbaharuan dalam pengembangan model
pembelajaran Project Citizen terutama dalam penguatan kompetensi
inti, yang memunculkan sikap intelektual sebagai nurturant effect yang
diterapkan dalam kurikulum 2013 baik dari segi pengembangan model,
perangkat pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran.
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2. Ruang Lingkup Pengembangan
Penelitian yang dilakukan, memiliki ruang lingkup pengembangan
sebagai berikut:
a. Pengembangan model PC yang dilakukan terbatas pada pembelajaran
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di tingkat Sekolah
Menengah Atas Kelas X pada satu Semester.
b. Pengembangan model PC dilakukan hanya pada Tema yang ditentukan
berdasarkan pilihan masalah yang dikaji oleh kelas, antara lain: Nilai-
nilai Pancasila, Ketaatan terhadap Hukum yang berlaku, Integrasi
Bangsa, dan Demokrasi.
H. Definisi Istilah
Berikut ini daftar Istilah yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:
1. Project Citizen, adalah sebuah model pembelajaran berbasis potofolio,
Melalui model ini para siswa bukan hanya diajak untuk memahami konsep
dan prinsip keilmuan, tetapi juga mengembangkan kemampuannya untuk
bekerja secara kooperatif melalui kegiatan belajar praktik-empirik.
2. Pendidikan Karakter, adalah sebuah sistem yang menanamkan nilai – nilai
karakter pada peserta didik, yang mengandung komponen pengetahuan,
kesadaran individu, tekad serta adanya kemauan dan tindakan untuk
melaksanakan  nilai-nilai, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri
sendiri, sesama manusia, lingkungan, maupun bangsa dan negara.
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3. Modification of Project Citizen (MPC), adalah Model pembelajaran yang
diadopsi dan dikembangkan dari model Project Citizen yang
mengintegrasikan pemecahan masalah, pencapaian kompetensi
pembelajaran, dalam implementasi pendidikan karakter untuk penguatan
proses pembelajaran yang  berorientasi pada Instructional effect maupun
Nurturant effects.
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